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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses
perizinan pinjam paka kawasan hutan hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih penggunaan
kawasan hutan. Langkah selanjutnya penyempurnaan kebijakan yang lebih rasional sehingga tidak
menimbulkan kerancuan di lapangan. Selain hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat
khususnya masyarakat sekitar hutan tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan maupun
pertambangan agar diperoleh kesepahaman.

Kegiatan dan kebijakan mengenai pertambangan yang menggunakan kawasan hutan di Indonesia sudah
diatur oleh berbagai sektor diantaranya sektor Kehutanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan juga peran
serta Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Berbagai permasalahan terjadi pada kawasan hutan
terutama kawasan hutan lindung, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Adanya kegiatan pertambangan yang sudah dan sedang beroperasi pada berbagai tahapan baik
perizinan, permohonan, eksplorasi maupun produksi menambah persoalan dalam mengatas penggunaan
lahan di kawasan hutan. Permasal ahan lain yang muncul adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus dan nuansa desentrralisasi otonomi daerah,
maka sebagian Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/K ota) mengasumsikan bahwa kewenangan
Pertambangan juga termasuk menjadi wewenang Pemerintahan Daerah.

Disharmonisas diperparah lagi dengan adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Dalam

pel aksanaan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan masih banyak dijumpal tumpang
tindih kegiatan antara pemanfaatan kawasan hutan dengan penggunaan kawasan hutan. Misalnya kegiatan
pemanfaatan kayu dengan kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan
pinjam pakal kawasan hutan untuk pertambangan. Selain hal tersebut dijumpal juga adanya klaim-klaim
masyarakat sekitar hutan untuk menuntut ganti rugi tegakkan akibat kegiatan pertambangan. Dengan
demikian hal tersebut akan menghambat iklim investasi sektor pertambangan. Sebagai langkah kebijakan
untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan langkah sinergitas kegiatan antara sektor terkait khususnya
Kementerian Kehutanan dan ......
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